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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang melakukan 

tindak pidana perzinahan adalah sanksi pidana pokok berupa pidana 

penjara 9 bulan serta pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas  militer. 

Sedangkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan 

dengan warga sipil akan dijatuhkan sanksi pidana beradasarkan Pasal 284 

KUHP yaitu pidana penjara. 

2. Faktor yang menghambat penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI 

yang melakukan tindak pidana perzinahan adalah terdakwa mengingkari 

perbutanya dan tidak lengkapnya alat bukti atau tidak adanya saksi kecuali 

korban. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya anggota TNI agar lebih 

meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangan 
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serta keluarganya sehingga hal tersebut memungkinkan meminimalisir 

tindak pidana perzinahan yang akan terjadi. 

2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu 

mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus 

mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan 

tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan 

mengulangi lagi perbuatannya. 
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